SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, SUBSIDI, BANTUAN
KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

bahwa dalam upaya meningkatkan tertib administrasi,
akuntabilitasi dan transparansi pengelolaan dana hibah
bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja
tidak terduga, perlu dilakukan perubahan terhadap
ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Pemberian Hibah, Bantuan Sosial,
Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nunukan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah, Bantuan
Sosial, Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak
Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nunukan,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3962);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan
Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG

PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
SUBSIDI, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK
TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Pemberian Hibah, Dan Bantuan Sosial, Subsidi, Bantuan
Keuangan dan Belanja Tak Terduga yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yaitu angka 34 dan angka
35 sehingga berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

nall el e

10.

11

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
Bupati adalah Bupati Nunukan.

Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah,
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai
dengan kebutuhan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. pelaporan,
Belanja hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha
Milik Negara, BUMD, dan atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau
barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak
dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau
bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan
semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

. Subsidi adalah alokasi belanja yang dianggarkan agar harga jual

produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara,
BUMN dan/ atau Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan yang diberikan pemerintah
daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun - tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD
adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan
penerima hibah.

Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah yang selanjutnya
disingkat DNC-PBH adalah daftar yang berisi nama-nama calon
penerima belanja hibah yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dan
dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial yang
selanjutnya disingkat DNCP-BBS adalah daftar yang berisi nama-nama
calon penerima belanja Bantuan Sosial yang disusun oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah dan diusulkan kepada Bupati untuk
ditetapkan dan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
Jainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada
bank yang ditetapkan.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran atas
permintaan Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
untuk mengajukan permintaan pembayaran.
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31. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPK-SKPD yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar
pengajuan pencairan dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD.

33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

34. Gaji Bulanan adalah upah kerja yang dibayar sebulan sekali.

35. Insentif adalah tambahan penghasilan baik berupa uang, barang dan
sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan semangat kerja.

Ketentuan ayat (6) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuans:

a. diberikan kepada satuan kerja dan kementerian/ lembaga
pemerintah yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah;

b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran
pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. unit Kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi
urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dapat
memperoleh hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan
blanko kartu tanda penduduk elektronik;

d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik
tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun
anggaran pendapatan dan belanja negara; dan

e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru
hasil pemekaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Badan
Usaha Milik Negara dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka
meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah
Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang
kecuali uang atau jasa.

(6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada:
a. Badan dan lembaga yang bersifat sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
meliputi;
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(7)

(8)

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tingkat Daerah;

Praja Muda Karana (Pramuka);

Komisi Perlindungan Anak;

Palang Merah Indonesia (PMI);

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas); dan
6. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

b. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh
Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Bupati;

c. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan
atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala
Perangkat Daerah Pengampu sesuai dengan kewenangannya; atau

d. Koperasi yang didirikan dan berbadan hukum berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan

kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada Partai Politik diberikan kepada partai politik yang

mendapatkan kursi di DPRD, dengan besaran yang telah ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ahd=

Ketentuan ayat (3) ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 23 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)
(3)

(4)

(9)

(7)

Pasal 23

Penerima Hibah wajib menggunakan Hibah sesuai dengan NPHD
dan/atau Perubahan NPHD.

Penerima Hibah dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada
pihak lain.

Hibah berupa uang tidak diperkenankan untuk mengalokasikan
pemberian tunjangan, insentif dan tunjangan Hari Raya.

Hibah berupa uang tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian
lahan, Gaji bulanan pengurus, pembayaran sewa/kontrak kantor
sekretariat, belanja modal dan peralatan yang tidak digunakan
langsung dalam kegiatan.

Perjalanan ke luar Daerah terkait pelaksanaan Hibah tidak boleh
melebihi kegiatan pokok.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
dikecualikan untuk Hibah bagi badan, lembaga dan organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf
a, dan ayat (7) Peraturan Bupati ini.

Khusus mengenai gaji bulanan tidak berlaku bagi pengurus badan,
lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berstatus pegawai
negeri sipil, anggota legislatif, Bupati, Wakil Bupati kecuali dalam
bentuk honorarium pelaksanaan kegiatan dan sesuai dengan
standarisasi Pemerintah Daerah.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

e s [

'.. :-é"'l:_ 1 ""
HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007
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